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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau 

yang memiliki budaya yang beranekaragam, lautan, dan sumber daya alam yang 

melimpah. Dengan perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini mendorong 

pemerintah untuk melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan 

pendapatan dan kas negara guna membiayai pembangunan. Dalam melakukan 

perubahan disegala sektor, pastilah memerlukan dana yang sangat besar dan dana itu 

berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. 

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya 

di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan 

negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. 

Menurut Resmi (2014), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara 

yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang 

dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya 

dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran 

masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. 

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. 

Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% 

dari total penerimaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berbagai 

kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak 

pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar, pemotong, 

pemungut pajak.  
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Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial, karena sektor pajak merupakan 

pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan 

cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pajak di 

Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah.  

Pajak pusat adalah semua jenis pajak yang lembaga pemungutnya adalah 

pemerintah pusat sehingga dana pajak yang diterima akan masuk ke kas negara dalam 

penerimaan APBN. Sedangkan pajak daerah adalah jenis pajak yang lembaga 

pemungutnya adalah pemerintah daerah sehingga dana yang diterima akan masuk ke 

daerah dalam penerimaan APBD. Pajak daerah merupakan sistem perpajakan 

Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga 

agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem 

perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak 

nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus terutama mengenai objek dan 

tarif pajak sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. 

Perpajakan dalam suatu perusahaan juga merupakan hal yang tidak dapat 

dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk 

melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan. Salah satu jenis pajak yang 

ditetapkan pemerintah yaitu pajak penghasilan. Setiap kegiatan usaha akan dikenakan 

pajak penghasilan. Sebuah perusahaan melakukan kegiatan hasil produksi atau 

penyerahan barang yang dilakukan oleh suatu badan usaha dengan badan usaha 

lainnya yang akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 

atau yang disingkat dengan PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, 

instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan 

dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan 

pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang lain. Setiap 

pembelian barang oleh bendaharawan negara pasti akan dikenakan Pajak Penghasilan 

Pasal 22 yang salah satunya pengadaan suku cadang yang dilakukan oleh PT. Kereta 
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Api Indonesia DAOP 9 Jember kepada PT. Wahana Wahyu Karya yang merupakan 

salah satu vendor pada PT. Kereta Api Indonesia. 

PT. Kereta Api Indonesia merupakan suatu lembaga pemerintah yaitu Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang independen sebagai perusahaan milik negara dan 

seluruh atau sebagian dananya berasal dari negara. PT. Kereta Api Indonesia 

memiliki bebearapa daerah operasi yang salah satunya beroperasi di DAOP 9 Jember. 

PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember melakukan pembelian barang yang 

tentunya berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada vendor tersebut sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. 

Tabel 1.1 Berikut tabel nominal dari beberapa objek pajak penghasilan pasal 22 PT. 

KAI DAOP 9 Jember 

Nama Objek Pajak Tanggal 
Nilai Objek 

Pajak (Rp) 

PPh yang 

Dipungut (Rp) 

PT. Suragung 

Primajaya 

Pembelian baut 

sambung TC 

BOLT 

05/12/2016 97.250.000 1.458.750 

CV. Ace 

Mitra Utama 

Pembuatan lori 

KPJ 
06/12/2016 70.454.545 1.056.818 

CV. Karunia 

Sejahtera 

Motor 

Pembelian 

sepeda motor  07/12/2016 58.636.362 879.545 

PT. Gajah 

Mada Putra 

1. Pembelian alat 

keja 

2. Pembelian 

Wearpark unit 

sarana 

07/12/2016 

 

15/12/2016 

47.220.000 

 

30.160.000 

708.300 

 

452.400 

PT. Wahana 

Wahyu Karya 

Pengadaan suku 

cadang  
15/12/2016 215.211.750 3.228.176 

PT. Bimasakti 

Putra Perkasa 

Pemasangan 

mesin antrian 

loket stasiun 

Jember 

24/12/2016 45.638.000 684.570 

CV. Kasih 

Karunia  

Pengadaan 

komputer 
24/12/2016 43.200.000 648.000 
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CV. Teknik 

Utama 

Pembelian alat 

pengencang baut 

TC BOLT 

24/12/2016 66.900.000 1.003.500 

CV. Balda 

Jaya 

1. Pengadaan 

denah stasiun, 

peta jaringan  

24/12/2016 

 

 

40.443.400 

 

 

606.651 

 

 

 KA 

2. Pembelian 

sofa single 

3. Pengadaan 

lakop gordyn 

4. Pembelian 

baut unit jalan 

rel dan 

jembatan 

 

24/12/2016 

 

27/12/2016 

 

28/12/2016 

 

 

38. 375.000 

 

131.637.000 

 

31.403.250 

 

 

575.625 

 

1.974.555 

 

471.048 

CV. Valmart Pengadaan 

CCTV 
27/12/2016 87.642.000 1.314.630 

Sumber : Unit Keuangan dan Pajak PT. KAI DAOP 9 Jember 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik dengan pembahasan pajak 

penghasilan pasal 22 atas pengadaan suku cadang kereta api yang dilakukan oleh PT. 

Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember kepada PT. Wahana Wahyu Karya, karena 

pada setiap pembelian suku cadang kereta api nominalnya lebih besar dari beberapa 

objek pajak PPh pasal 22 di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember 

yaitu dengan nominal sebesar Rp 215.211.750. Penulis melakukan Praktek Kerja 

Nyata di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember dan ditempatkan pada 

bagian keuangan dan pajak. Penulis memutuskan untuk mengambil Pajak 

Penghasilan Pasal 22 sebagai Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur 

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Suku Cadang Pada 

PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah laporan tugas akhir 

ini adalah bagaimana prosedur pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan suku cadang 

kereta api pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 

9 Jember secara umum bertujuan untuk: 

a. Mengetahui dan memahami secara langsung prosedur pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan suku cadang kereta api pada PT. Kereta Api 

Indonesia DAOP 9 Jember; 

b. Memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan beberapa objek 

perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan suku cadang 

kereta api pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember; 

c. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa Diploma III Perpajakan untuk 

mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai syarat menyelesaikan 

studi pada Universitas Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember 

bermanfaat untuk; 

a. Menjadi masukan bagi penulis untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan suku cadang kereta api pada PT. Kereta Api 

Indonesia DAOP 9 Jember; 

b. Mengetahui dan memahami dunia kerja secara nyata sebagai bekal menghadapi 

persaingan dunia kerja. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat 

atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2016:3). 

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2014:1), pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut 

Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran Rakyat kepada kas negara berdasarkan 

Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi 

(mendapat jasa timbal balik) yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan yang  digunakan  

untuk  pengeluaran umum. 

Dari definisi tersebut,dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak memiliki 

unsur: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. 

Iuran tersebut berupa uang (bukan barang); 

b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan 

undang-undang serta aturan pelaksanaannya; 
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c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah; 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Resmi (2014:3), pajak memiliki 2 fungsi yaitu:  

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)  

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak 

melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur)  

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh 

penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:  

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli 

barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi 

sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini 

dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang 

mewah (mengurangi gaya hidup mewah).  
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b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang 

memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang 

tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.  

c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong 

mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar 

devisa negara.   

d. Pajak penghasila dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti 

industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar 

terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu 

lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan). 

e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk 

mendorong perkembangan kopersi di Indonesia.  

f. Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar 

menanamkan modalnya di Indonesia.  

 

2.1.3 Pengelompokan Pajak 

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut 

sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.  

1. Menurut Golongan  

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:  

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau 

pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepad orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika 

terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan 

terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9 
 

 
 

 

2. Menurut Sifat  

Pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:  

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi 

Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.  

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya 

kewajiban membayar pajak, tanpa memperlihatkan keadaan pribadi Subjek Pajak 

(Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.  

3. Menurut Lembaga pemungut  

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:  

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.  

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota) 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

 

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2014:8), terdiri atas: 

1. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:  

a. Stelsel Nyata (Riil)  

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang 

sesungguhnya terjadi (untuk pph maka objeknya adalah penghasilan). Olleh 

karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak 

diketahui. 

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)  
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Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan 

yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun 

dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnyasehingga pajak yang yang 

terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak tahun sebelumnya. 

Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah 

dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.  

c. Stelsel Campuran  

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara 

stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung 

berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan 

sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib 

Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besanya pajak 

sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan 

tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun 

berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. 

2. Asas Pemungutan Pajak  

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :  

a. Asas Domisili  

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan 

yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang 

berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam 

Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia. 

b. Asas Sumber  

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan 

yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
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Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas 

penghasilan yang diperolehnya tadi.   

c. Asas Kebangsaan  

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan 

suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap 

orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di 

Indonesia. 

3. Sistem Pemungutan Pajak  

Dalam memungut pajak terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang terdiri 

dari :  

a. Official Assessment System  

Setiap pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di 

tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan 

(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).  

b. Self Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakn yang berlaku. Dealm sistem ini, 

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada 

ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu 

memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai 

kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Oleh 

karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :  

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;  

2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;  
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3) Membayar sendiri pajak yang terutang;  

4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang;  

5) Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang;  

c. With Holding System  

Sistem pemungutan pajak yang memeberi wewenang kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai pearturan perundang-undangan 

perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk mendorong dan 

memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana 

perpajakn yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 

 

2.1.5 Tarif Pajak 

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9), tarif pajak terdiri dari 4 macam yaitu: 

1. Tarif Sebanding atau Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap terhadap 

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang 

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Misalnya untuk 

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan dikenakan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. 

2. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang tetap sama. Misalnya besarnya tarif 

Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 

3000. 

3. Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. Misalnya pasal 17 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. 
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Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000 5% 

Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15% 

Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25% 

Di atas Rp 500.000.000 30% 

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif perogresif dibagi menjadi 3 (tiga) 

yaitu: 

a. Tarif Progresif – Progresif : kenaikan presentase semakin besar 

b. Tarif Progresif Tetap  : kenaiakan persentase tetap 

c. Tarif Progresif – Degresif : kenaikan persentase semakin kecil 

4. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

 

2.2.1 Dasar Hukum 

Berdasarkan kutipan Resmi (2014:75), peraturan perundangan yang mengatur 

Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah 

disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 

Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, 

Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat 

Edaran Direktur Jenderal Pajak. 

 

2.2.2 Definisi Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2014:74), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang 

dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 
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dalam suatu tahun pajak. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:163), Pajak 

Penghasilan adalah pengenaan pajak terhadap subjek pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut 

dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang 

menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib 

Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam 

bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam 

tahun pajak. 

 

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2016:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang 

mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk 

dikenakan Pajak Penghasilan. Resmi (2016:71) menyebutkan bahwa berdasarkan 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang siapa yang 

menjadi Subjek Pajak Penghasilan sebagai berikut. 

1. Orang Pribadi 

Bedasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak 

Penghasilan, Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau 

berada di Indonesia atau di luar Indonesia. 

2. Warisan Belum Terbagi 

Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, 

menggatikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Pasal 32 ayat (1) huruf c 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang KUP) mengatur 

bahwa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, suatu warisan yang belum 

terbagi bisa diwakili oleh: 

a. Salah satu seorang ahli warisnya; 
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b. Pelaksana wasiatnya; atau 

c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya. 

3. Badan 

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dalam pengertian 

perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari 

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. 

Unit tertentu dari badan pemerintah yang mememenuhi kriteria dalam Pasal 2 

ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dikecualikan dari subjek Pajak 

Penghasilan. Kriteria tersebut adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang: 

a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah; dan 

d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional. 

Jadi kantor-kantor instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, umumnya memenuhi kriteria di atas. Sebagai contoh Kantor 

Pusat Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Pusdiklat Pajak. Di lingkungan 

pemerintah daerah, misalnya kantor bupati, dinas, kantor kecamatan, sekolah 

dasar negeri, dan seterusnya. Kantor-kantor instansi pemerintah tersebut 

dikecualikan dari subjek pajak. 
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4. Bentuk Usaha Tetap 

Menurut Resmi (2016:71) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 

dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan 

di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, 

yang dapat berupa: 

a. Tempat kedudukan manajemen; 

b. Cabang perusahaan; 

c. Kantor perwakilan; 

d. Gedung kantor; 

e. Pabrik; 

f. Bengkel; 

g. Gudang; 

h. Ruang untuk promosi dan penjualan; 

i. Pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan; 

l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang 

dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan; 

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; 

o. Agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia; 

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau 

digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan 

usaha melalui internet. 
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Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa 

merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek 

pajak badan. Suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of 

business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga 

mesinmesin,peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan 

otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh 

penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui 

internet. 

Pengertian BUT mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang 

kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau 

badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai BUT di 

Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai 

kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak 

sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. 

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia 

dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut 

menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui 

pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia 

tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. 

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, 

atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

 

2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak 

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan berdasarkan pasal 3 huruf a 

sampai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menurut Waluyo dan 

Wirawan B. Ilyas (2005:57), adalah : 
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1. Badan perwakilan negara asing; 

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat- pejabat lain 

dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan 

warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang 

bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 

3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

dengan syarat : 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang 

dananya berasal dari iuran pada anggota. 

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

 

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2014:79), definisi objek pajak penghasilan adalah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan 

dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan 

kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, menurut Resmi (2014:80), penghasilan 

dapat dikelompokan menjadi : 

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya; 
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2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan; 

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti 

binga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak 

dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya; 

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.  

 

2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak 

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Resmi (2014:84), dikutip dari 

Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu :  

1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para 

penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia  

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan 

sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan 

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang 

bersangkutan.  

2. Warisan; 

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham 

atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau 

Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang 

dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma 46 
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penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU 

PPh; 

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan 

asuransi beasiswa; 

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 

WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada 

badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan 

syarat:  

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan  

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% 

(dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor  

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang 

tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma 

dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:  

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan 

dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan; dan  

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.  
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11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang 

telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali 

dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau 

penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun 

sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; 

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Peenyelenggara jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22 

 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 

Menurut Resmi (2014;297), Pajak Penghasilan Pasal 22 atau yang disingkat 

dengan PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, 

baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah 

dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan 

barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan 

dengan kegiatan di bidang lain. 

Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan 

atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan PPh Pasal 22 ada yang 

bersifat final dan tidak final. Jika pemungutan PPh Pasal 22 bersifat final, maka 

jumlah pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan tersebut dapat dikreditkan dari 

total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisisan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT). 
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2.3.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 

Pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat 

menetapkan: 

1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran 

atas penyerahan barang; 

2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan 

kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan 

3. Wajib Pajak badan teretntu untuk memungut pajak dari pembeli atau pembelian 

barang yang tergolong sangat mewah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012, 

Pemungut PPh Pasal 22 meliputi: 

1. Bank Devisa dan Direkrorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang; 

2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut 

pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran 

atas pembelian barang; 

3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang 

yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); 

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah 

Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang 

dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); 

5. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal 

dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi: 

a. PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Perusahaan 

Gas Negara (Persero) Tbk, PT. Telekominikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT. 

Garuda Indonesia (persero) Tbk, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, 
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PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Hutama 

Karya (Persero) Tbk, PT. Krakatau Steel (Persero), dan 

b. Bank-bank Badan Umum Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas 

pembelian baran dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. 

6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, 

industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan industrinya 

kepada distributor di dalam negeri; 

7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (ATM), dan 

importer umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam 

negeri; 

8. Produsen atau importir bahan bakan minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas 

penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; 

9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, 

pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang 

pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya; 

10. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat 

mewah. 

 

2.3.3 Kegiatan Yang Dikenakan PPh Pasal 22 

Objek PPh Pasal 22 berupa kegiatan. Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 

meliputi: 

1. Impor barang; 

2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah 

dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-

lembaga negara lainnya; 

3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang 

persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran; 
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4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan 

mekanisme pembayaran langsung (LS) yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi 

delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 

5. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan 

kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara meliputi PT. Pertamina (Persero), 

PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) 

Tbk, PT. Telekominikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT. Garuda Indonesia 

(persero) Tbk, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT. Wijaya Karya 

(Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Hutama Karya (Persero) Tbk, 

PT. Krakatau Steel (Persero), bank-bank Badan Umum Milik Negara; 

6. Penjualan hasil industri yang bergerak di bidang usaha industri semen, industri 

kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi kepada distributor di 

dalam negeri; 

7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang 

Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (ATM), dan importir umum kendaraan 

bermotor; 

8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau 

importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; 

9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya 

atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor 

kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; 

10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh Wajib Pajak Badan. 

Adapun barang yang tergolong sangat mewah meliputi; 

a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000; 

b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000; 

c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 

Rp 10.000.000.000 dan luas bangunan lebih dari 500 m
2
; 
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d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya 

lebih dari Rp 10.000.000.000 dan atau luas bangunan lebih dari 400m
2
; 

e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang 

berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multipurpose vehicle (mpv), 

minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000 dan 

dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. 

 

2.3.4 Kegiatan Yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 22 

Kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22 meliputi: 

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; 

2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak 

Pertambahan Nilai meliputi: 

a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di 

Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 

b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di 

Indonesia uang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang 

mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas 

impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang 

bertugas di Indonesia; 

c. Barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, 

kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; 

d. Barang untuk kepentingan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan 

tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; 

e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; 

g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 

h. Barang pindahan; 
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i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang 

kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan kepabeanan; 

j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang 

ditujukan untuk kepentingan umum; 

k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang 

diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 

l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan 

pertahanan dan keamanan negara; 

m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunusasi Nasional 

(PIN); 

n. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama; 

o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan 

penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, 

dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia 

yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau 

Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa 

Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, 

Danau dan Penyebrangan Nasional sesuai kegiatan usahanya; 

p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat 

keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor 

dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku 

cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang 

diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga 

Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi 

pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; 

q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan 

setra prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk  PT. 
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Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, 

suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang 

akan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero); 

r. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementrian Pertahanan 

atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik 

Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor 

oleh Kementrian Pertahanan, TNI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kementrian 

Pertahanan atau TNI; dan 

s. Barang untuk kegiatan hulu minyak  dan gas bumi yang importasinya dilakukan 

oleh kotraktor kontrak kerjasama; 

3. Impor semntara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk 

diekspor kembali; 

4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor 

kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang 

telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang 

memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan: 

a. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak 

Rp 2.000.000 dan tidak merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pemungut pajak 

ini meliputi bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan 

lembaga-lembaga negara lainnya, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi 

delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran; 

b. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak 

Rp 10.000.000 dan tidak merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pemungut 

pajak ini meliputi Badan Usaha Milik Negara meliputi: PT. Pertamina (Persero), 

PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) 

Tbk, PT. Telekominikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT. Garuda Indonesia 
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(Persero) Tbk, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT. Wijaya Karya 

(Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Hutama Karya (Persero) Tbk, 

PT. Krakatau Steel (Persero), bank-bank Badan Umum Milik Negara; 

c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak bahan bakar gas, pelumas, 

dan benda-benda pos, pemakaian air dan listrik; 

6. Emas abatangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari 

emas untuk tujuan ekspor; 

7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

 

2.3.5 Saat Terutangnya PPh Pasal 22 

Tabel 2.2 Saat terutangnya PPh Pasal 22, dibedakan sebagai berikut: 

No. Jenis Kegiatan Saat Terutang PPh Pasal 22 

1. PPh Pasal 22 atas barang 

impor 

Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat 

pembayaran Bea Masuk. Dalam hal 

pembayaran Bea Masuk ditunda atau 

dibebaskan, PPh Pasal 22 terutang dan 

dilunasi pada saat penyelesaian dokumen 

Pemberitahuan Impor Barang. 

2. PPh Pasal 22 atas 

pembelian barang oleh 

pemungut pajak pada 

nomor 2, 3, dan 4 ( 

bendahara pemerintah, 

pejabat penerbit SPM), 

BUMN tertentu, dan bank-

bank BUMN. 

Terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 

3. PPh Pasal 22 atas penjualan 

hasil produksi industri 

semen, industri kertas, 

industri baja, industri 

otomotif, industri farmasi, 

dan penjualan kendaraan 

bermotor oleh ATPM, 

APM, dan importinya. 

Terutang dan dipungut pada daat penjualan. 
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4. PPh Pasal 22 atas penjualan 

bahan bakar minyak, bahan 

bakar gas, dan pelumas. 

Terutang dan dipungut pada saat penerbitan 

Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery 

order). 

5. PPh Pasal 22 atas 

pembelian bahan-bahan dari 

pedagang pengumpul. 

Terutang dan dipungut pada saat pembelian. 

 

2.3.6 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 

Pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan oleh dan dengan cara 

tertentu berdasarkan transaksi atau kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 

No. Pemungutan Penyetoran 

1. Pemungutan PPh Pasal 22 atas 

impor barang. 

Dilaksanakan dengan cara 

penyetoran oleh importir yang 

bersangkutan atau Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai ke kas 

negara melalui Kantor Pos, bank 

devisa, atau bak yang ditunjuk oleh 

menteri keuangan. Penyetoran pajak 

menggnakan surat setoran pajak 

yang berlaku sebagai bukti 

pemungutan pajak. 

2. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh 

Pemungut Pajak Bendahara 

Pemerintah, Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA), Bendahara 

Pengeluaran, Pejabat Penerbit Surat 

Perintah Membayar atas delegasi 

KPA.pemungutan pajak. 

Wajib disetor oleh pemungut ke kas 

negara melalui Kantor Pos, bank 

devisa, atau bank yang ditunjuk oleh 

menteri keuangan dengan 

menggunakan surat setoran pajak 

yang telah diisi atas nama rekanan 

serta ditandatangani oleh Pemungut 

Pajak. Surat setoran pajak berlaku 

sebagai bukti  

3. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh 

Pemungut Pajak: 

a. Badan Usaha Milik Negara 

tertentu (PT. Pertamina, PT. 

PLN, dan lain-lain), dan bank – 

bank BUMN; 

b. Badan usaha yang bergerak di 

industri semen, kertas, otomotif, 

Wajib disetor oleh pemungut ke kas 

negara melalui Kantor Pos, bank 

devisa, atau bank yang ditunjuk oleh 

menteri keuangan dengan 

menggunakan surat setoran pajak. 

Pemungut pajak wajib menerbitkan 

bukti pemungutan pajak rangkap 3 

(lembar pertama untuk wajib pajak, 
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baja dan farmasi; 

c. Agen Tunggal Pemegang Merek 

(ATPM), Agen Pemgang Merek 

(APM), dan importir umum 

kendaraan bermotor; 

d. Produsen atau importir bahan 

bakar minyak, bahan bakar gas, 

dan pelumas; 

e. Industri dan eksportir yang 

bergerak di sektor perkebunan, 

pertanian, peternakan, dan 

perikanan. 

lembar kedua untuk KPP sebagai 

lampiran SPT, lembar ketiga sebagai 

arsip pemungut yang bersangkutan). 

 

2.3.7 Sifat Pemungutan PPh Pasal 22 

Pemungutan PPh Pasal 22 dapat bersifat final dan tidak final. Pemungutan 

pajak bersifat final artinya bahwa pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak melalui 

pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan 

pada total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun pada saat pengisian SPT 

Tahunan PPh. Sebaliknya, pemungutan pajak bersifat tidak final berarti pajak yang 

sudah dipungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat dikreditkan atau diperhitungkan 

sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang 

dipungut. 

Berikut PPh Pasal 22 yang pemungutannya bersifat tidak final: 

1. Pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor; 

2. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak meliputi 

bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM; 

3. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak meliputi 

BUMN tertentu (PT. Pertamina, PT. PLN, PT. Telkomj, PT. Perusahaan Gas 

Negara, PT. Pembangunan Peurmahan, PT. Wijaya Karya, PT. Adhi Karya, PT. 

Hutama Karya, PT. Krakatau Steel, PT. Garuda Indonesia) dan bank-bank 

BUMN; 
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4. Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh industri semen, 

industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi; 

5. Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan produsen atau importer bahan bakar 

minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada selain penyalur atau agen; 

6. Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, 

atau importer; 

7. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri 

atau ekspor oleh industri atau eksportir dalam sektor kehutanan, pertanian, 

perkebunan, peternakan, dan perikanan; 

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya bersifat final adalah 

pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan produsen atau importer bahan bakar 

minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen. 

 

2.3.8 Tarif dan Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 

Tabel 2.4 berikut tarif dan dasar pengenaan 

No. Tarif ***) Dasar Pengenaan Kegiatan 

1. 2,5% Nilai impor *) Impor yang menggunakan Angka 

Pengenal Impor (API). 

2. 0,5% Nilai impor Impor yang menggunakan Angka 

Pengenal Impor (API) khusus untuk 

kedelai, gandum, dan tepung terigu. 

3. 7,5% Nilai impor Impor yang tidak menggunakan Angka 

Pengenal Impor (API). 

4. 7,5% Harga jual lelang Impor yang tidak dikuasai. 

5. 1,5% Harga pembelian 

tidak termasuk 

Pajak Pertambahan 

Nilai **) 

1. Pembayaran atas pembelian barang 

yang dilakukan oleh bendhara 

pemerintah dan Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) sebagai pemungut 

pajak pada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, instansi atau 

lembaga pemerintah, dan lembaga-

lembaga negara lainnya. 

2. Pembayaran atas pembelian barang 
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yang dilakukan dengan mekanisme 

uang persediaan (UP) oleh bendahara 

pengeluaran. 

3. Pembayaran atas pembelian barang 

kepada pihak ketiga yang dilakukan 

dengan mekanisme pembayaran 

langsung (LS) yang dilakukan oleh 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

atau pejabat penerbit Surat Perintah 

Membayar yang diberi delegasi oleh 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

4. Pembayaran atas pembelian barang 

dan atau bahan-bahan untuk 

keperluan kegiatan usahanya Badan 

Usaha Milik Negara meliputi PT. 

Pertamina (Persero), PT. Perusahaan 

Listrik Negara (PLN), PT. Perusahaan 

Gas Negara (Persero) Tbk, PT. 

Telekominikasi Indonesia (Persero) 

Tbk, PT. Garuda Indonesia (persero) 

Tbk, PT. Pembangunan Perumahan 

(Persero) Tbk, PT. Wijaya Karya 

(Persero) Tbk, PT. Adhi Karya 

(Persero) Tbk, PT. Hutama Karya 

(Persero) Tbk, PT. Krakatau Steel 

(Persero), dan bank-bank Badan 

Umum Milik Negara. 

6. 0,25% Penjualan tidak 

termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai 

Penjualan bahan bakar minyak oleh 

produsen atau importirnya kepada stasiun 

pengisian bahan bakar umum Pertamina. 

7. 0,3% Penjualan tidak 

termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai 

Penjualan bahan bakar minyak oleh 

produsen atau importirnya kepada stasiun 

pengisian bahan bakar umum bukan 

Pertamina. 

8. 0,3% Penjualan tidak 

termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai 

Penjualan bahan bakar minyak oleh 

produsen atau importirnya kepada pihak 

lain selain kepada stasiun pengisian 

bahan bakar umum Pertamina dan bukan 

Pertamina. 

9. 0,3% Penjualan tidak 

termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai 

penjualan bahan bakar gas oleh produsen 

atau importirnya. 
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10. 0,3% Penjualan tidak 

termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai 

Penjualan pelumas oleh produsen atau 

importirnnya. 

11. 0,25% Dasar pengenaan 

Pajak Pertambahan 

Nilai **) 

Penjualan hasil produksi semua jenis 

semen oleh badan usaha industri semen 

kepada distributor dalam negeri. 

12. 0,1% Dasar pengenaan 

Pajak Pertambahan 

Nilai 

Penjualan hasil produksi kertas oleh 

badan usaha industri kertas kepada 

distributor di dalam negeri. 

13. 0,3% Dasar pengenaan 

Pajak Pertambahan 

Nilai 

Penjualan hasil produksi baja oleh badan 

usaha industri baja kepada distributor di 

dalam negeri. 

14. 0,45% Dasar pengenaan 

Pajak Pertambahan 

Nilai 

Penjualan hasil produksi semua jenis 

kendaraan bermotor roda dua atau lebih 

oleh badan usaha industri otomotif 

kepada distributor di dalam negeri. 

15. 0,3% Dasar pengenaan 

Pajak Pertambahan 

Nilai 

Penjualan hasil produksi semua jenis 

obat oleh badan usaha industri farmasi 

kepada distributor di dalam negeri. 

16. 0,45% Dasar pengenaan 

Pajak Pertambahan 

Nilai 

Penjualan kendaraan bermotor di dalam 

negeri oleh ATPM,APM, dan importer 

umum. 

17. 0,25% Harga pembelian 

tidak termasuk 

Pajak Pertambahan 

Nilai 

Pembelian bahan-bahan untuk keperluan 

industri atau ekspor oleh badan usaha 

industri atau eksportir yang bergerak 

dalam sektor kehutanan, perkebunan, 

pertanian, peternakan, dan perikanan. 

18. 5% Harga jual tidak 

termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai 

dan Pajak 

Penjualan atas 

Barang Mewah 

Penjualan barang-barang yang tergolong 

sangat mewah. 

 

*) Nilai impor adalah niali yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea 

Masuk, yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan 

pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan kepabeanan di bidang impor. Cost merupakan faktur; insurance merupakan 

biaya asuransi antardaerah pabean; freight merupakan biaya angkut (pengapalan) 

antardaerah pabean. 
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**) Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN) dapat berupa harga 

pembelian atau harga penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi 

hak pengusaha kena pajak atau penjual. 

Besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut: 

1. Dalam hal harga pembelian atau penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai dan atau Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), besarnya DPP PPN 

sama dengan harga pembelian atau penjualan; 

2. Dalam hal harga pembelian atau penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, 

besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 10; 

 

3. Dalam hal harga pembelian atau penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas barang mewah, besarnya DPP PPN sama dengan harga 

pembelian atau penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPn BM. 

 

Apabila tarif PPn BM sebesar 20%, 

 

 

Besarnya tarif pemungutan dinaikkan 100% apabila Wajib Pajak tidak memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak, berlaku untuk pemungutan PPh Pasal 22 yang 

bersifat tidak final. 

 

2.3.9 Menghitung PPh Pasal 22 

PPh Pasal 22 = tarif x Dasar Pengenaan Pajak 

1. Atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API). 

 

2. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan Angka 

Pengenal Impor (API). 

 

3. Atas impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API). 

PPh Pasal 22 = 2,5% x Nilai Impor 

 

PPh Pasal 22 = 0,5% x Nilai Impor 

 

 PPh Pasal 22 = 7,5% x Nilai Impor 

 

DPP PPN = (100 : 10) x harga pembelian/penjualan 

 

DPP PPN = {100 : (110 + tarif PPn BM)} x harga pembelian/penjualan 

 

DPP PPN = {100 : (110 + 20)} x harga pembelian/penjualan 

DPP PPN = (100 : 130) x harga pembelian/penjualan 
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4. Atas impor yang tidak dikuasai 

 

5. Atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, pejabat penerbit Surat Perintah 

Membayar, Badan Usaha Milik Negara tertentu, dan bank-bank Badan Umum 

Milik Negara. 

 

6. Atas penjualan bahan bakar minyak oleh produsen atau importirnya kepada 

stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. 

 

7. Atas penjualan bahan bakar minyak oleh produsen atau importirnya kepada 

stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina. 

 

8. Atas penjualan bahan bakar minyak oleh produsen atau importirnya kepada 

stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina dan bukan Pertamina. 

 

9. Atas penjualan bahan bakar gas oleh produsen atau importirnya. 

 

10. Atas penjualan pelumas oleh produsen atau importirnya. 

 

11. Atas penjualan hasil produksi semua jenis semen oleh badan usaha industri 

semen kepada distributor dalam negeri. 

 

12. Atas penjualan hasil produksi kertas oleh badan usaha industri kertas kepada 

distributor dalam negeri. 

 

13. Atas penjualan hasil produksi baja oleh badan usaha industri baja kepada 

distributor dalam negeri. 

 

PPh Pasal 22 = 7,5% x Harga Jual Lelang 

 

PPh Pasal 22 = 1,5% x DPP PPN 

 

PPh Pasal 22 = 0,25% x DPP PPN 

 

PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN 

 

PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN 

 

PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN 

 

PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN 

 

PPh Pasal 22 = 0,25% x DPP PPN 

 

PPh Pasal 22 = 0,1% x DPP PPN 

 

PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN 
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14. Atas penjualan hasil produksi semua jenis kendraan bermotor roda dua atau lebih 

oleh badan usaha industri otomotif kepada distributor dalam negeri. 

 

15. Atas penjualan hasil produksi semua jenis obat oleh badan usaha industri farmasi 

kepda distributor dalam negeri. 

 

16. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan 

importir umum. 

 

17. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan 

usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, 

pertanian, peternakan, dan perikanan. 

 

18. Atas penjualan barang-barang yang tergolong mewah. 

 

 

2.4 Akuntansi Pajak 

 

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi 

adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi 

keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak 

adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat 

(wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa 

balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu 

proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan 

kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan 

keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait 

sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.  

PPh Pasal 22 = 0,45% x DPP PPN 

 

PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN 

 

PPh Pasal 22 = 0,45% x DPP PPN 

 

PPh Pasal 22 = 0,25% x DPP PPN 

 

PPh Pasal 22 = 5% x harga jual 
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Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan 

dalam melaporan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh 

perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi 

untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.  

Pada golongan masyarakat tertentu menganggap bahwa akuntansi merupakan 

suatu hal yang sulit, apalagi kalau dihubungkan dengan pajak yang memliki peraturan 

yang selalu berubah. Sesungguhnya akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak 

jauh berbeda dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. Yang 

membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

indonesia kaitannya dengan akuntansi. Untuk itu disimpulkan terdapat dua perbedaan 

yaitu beda tetap dan beda waktu. Kaitannya dengan hal ini akan dibahas lebih jelas 

dan lengkap pada Bab Rekonsiliasi Fiskal. 

 

2.5 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22  

 

2.5.1 Pengertian Akuntansi PPh Pasal 22 

PPh Pasal 22 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh 

yang dilakukan oleh Pihak lain terhadap Wajib Pajak yang melakukan penyerahan 

barang. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan 

barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya 

kemungkinan besar akan mengalami keuntungan. Selain itu juga PPh pasal 22 ini 

dapat dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang 

kena pajak yang tergolong mewah. Jadi Akuntansi PPh Pasal 22 adalah bagaimana 

proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 22. 

Ketika perusahaan melakukan transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak 

kepada bendaharawan pemerintah maka selain dipungut PPN, juga akan dipungut 

PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah. Saat itu perusahaan akan mencatat:  
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Kas/Piutang Dagang    xxx  

Penjualan     xxx  

PPN Keluaran    xxx  

(Mencatat penjualan) 

PPh Pasal 22 dibayar dimuka   xxx  

PPN Keluaran    xxx  

Kas      xxx  

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN)  

PPh pasal 22 yang dipungut oleh pemungut maka bagi perusahaan dianggap 

sebagai biaya dibayar dimuka. Biaya ini nantinya akan dapat dipakai sebagai kredit 

pajak untuk pajak terutang tahunan nantinya. Berdasarkan Undang-Undang No 36 

Tahun 2008 pasal 22 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan 

beberapa pihak yang berhak memungut PPh Pasal 22, diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran 

atas penyerahan barang; 

2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan 

kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan  

3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan 

barang yang tergolong sangat mewah.  

Berdasarkan pada ketentuan baru yang mengatur tentang PPh Pasal 22, yang 

berlaku mulai 1 Januari 2009 para pihak yang berhak yang menjadi pemungut atas 

PPh Pasal 22 dapat dijabarkan lebih luas yaitu sebagai berikut:  

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; 

2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat 

ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang; 

3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan 

pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) 

dan/atau belanja daerah (APBD); 
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4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan 

Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT 

Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT 

Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan 

pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN; 

5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, 

industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; 

6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan 

bahan bakar minyak, gas, dan pelumas; 

7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, 

pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas 

pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari 

pedagang pengumpul; 

8. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat 

mewah. 

 

2.5.2 Barang Mewah Yang Dikenakan PPh Pasal 22 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/ PMK.03/2008. 

Beberapa penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah sebagai berikut:  

1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20 milyar; 

2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10 milyar;  

3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 

Rp 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 m
2
; 

4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya 

lebih dari Rp 10 milyar dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m
2
; 

5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang 

berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), 
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minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5 milyar dan dengan 

kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. 

 

2.5.3 Tarif PPh Pasal 22 

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sangat bervariasi, berdasarkan pertauran 

pemerintah besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan adalah sebagai 

berikut:  

1. Atas impor:  

a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah 

persen) dari nilai impor;  

b. Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai 

impor; 

c. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang;  

2. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2,3, dan 4 

sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian; 

3. Atas penjualan hasil produksi atau pembelian bahan-bahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 butir 5,6 dan 7 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan 

lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.  

Ketentuan di atas hanya berlaku bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP. 

Ketentuan bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP akan lebih tinggi 100% 

dari tarif pajak semula jika mempunyai NPWP. Misalnya suatu transaksi terutang 

PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga jual tidak termasuk PPN, bagi WP yang tidak 

ber-NPWP akan dipungut PPh 22 dengan tariff 2x lipat (lebih tinggi 100%) yaitu 

sebesar 3%.  

 

2.5.4 Dasar Pengenaan PPh Pasal 22 

Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut:  

1. Harga jual/beli 
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Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 

seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak 

termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini 

dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 

2. Nilai Impor 

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea 

masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang 

Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini. 

 

 

2.6 Sistem Perpajakan Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

 

2.6.1 Perpajakan Secara Umum 

1. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

mempunyai kewajiban sebgai berikut: 

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk 

dikukuhkan menjadi PKP;  

2. Mendaftarkan ke KPP Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND) di 

Bandung selaku BUMN (hanya untuk kantor pusat); 

3. Mencetak faktur pajak standart; 

4. Membuat laporan SPT Tahunan wajib pajak. 

2. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai subjek pajak 

Merupakan perwakilan pemerintah yang membantu pelaksanaan pendapatan 

pemerintah pada sektor perpajakan. 

3. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pelaksana wajib pungut (WAPU) 

mempunyai kewajiban: 

Nilai Impor = (Cost + Insurace + Freight) + Bea Lainnya 
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a. Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk mendapatkan NPWP; 

b. Adapun NPWP untuk PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

adalah 01.000.016.4-626.001; 

c. Memungut PPN dan PPh; 

d. Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut; 

e. Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya; 

f. Melaporkan hasil pungutan pajak ke KPP setempat. 

 

2.6.2 Perpajakan Secara Khusus 

1. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) selaku WAPU: 

a. Memungut 

1) PPh pasal 21 atas pegawai; 

2) PPh Pasal 22 yaitu pemungutan pajak terhadap vendor; 

3) PPh pasal 23 yaitu pemungutan pajak terhadap vendor; 

4) PPN yaitu pemungutan pajak terhadap vendor. 

b. Menyetorkan hasil yang telah dipungut 

1) PPh pasal 21 bulanan atau tahunan; 

2) PPh pasal  22 secara bulanan; 

3) PPh pasal 23 secara bulanan; 

4) PPN pihak ketiga secara bulanan 

2. Selaku PKP 

a. Dikenakan PPN secara khusus untuk pendapatan di luar jasa angkutan kereta 

api,misalnya menyewakan asset antara lain: 

1) Gedung atau bangunan; 

2) Alat-alat kerja mesin; 

3) Tanah; 

4) Ruangan untuk periklanan,misalnya di stasiun-stasiun. 

b. Pelaksanaan penyetoran PPN (Pajak Masukan dan Pajak Keluaran) 
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c. Melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dalam pengadaan 

suku cadang kereta . 

d. Dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas penghasilan dari 

menyewakan asset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan PPh 

tidak final; 

e. Menyetorkan atau melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 (WP Badan) 

secara bulanan; 

f. Menyetorkan kekurangan pajak yang terutang paling lambat tanggal 25 Mei 

tahun berikutnya; 

g. Menyetorkan kekurangan atau kelebihan pajak yang disetorkan; 

h. Dikenakan PPh atas penjualan asset/tukar-menukar asset (tidak final) 

Sebagai Wajib Pajak (WP) selaku badan hukum yang berstatus,PT.Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember dikenakan PBB sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang harus di tempuh 

sebagai syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III 

Perpajakan untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata dengan syarat menempuh 

minimal 108 SKS, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli 

Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengimplementasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku kuliah dalam dunia kerja. 

Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan pada instansi pemerintah, badan usaha milik 

negara (BUMN), maupun perusahaan swasta. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam pengurusan kegiatan Praktek 

Kerja Nyata adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan 

Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat Praktek 

Kerja Nyata (PKN) atau magang seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan 

perpajakan; 

2. Mendatangi instansi terkait untuk melakukan pendaftaran magang serta 

menanyakan syarat apa saja yang dibutuhkan; 

3. Mahasiswa membuat proposal permohonan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau 

magang yang diserahkan kepada fakultas untuk mendapatkan surat pengantar 

magang yang selanjutnya akan diberikan kepada instansi; 
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4. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar magang kepada instansi. Surat ditujukan 

kepada pimpinan instansi yang terlebih dahulu diserahkan pada bagian dokumen. 

Lalu dari bagian dokumen diteruskan ke kepada instansi,dalam hal ini diserahkan 

pada Vice President PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. 

Selanjutnya,approval surat pengantar magang di serahkan pada bagian SDM 

untuk di buatkan surat balasan; 

5. Mahasiswa menerima surat balasan magang yang berisi mengenai kesediaan 

instansi menerima mahasiswa untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) atau magang. Kemudian surat balasan di serahkan kepada fakultas untuk 

mendapatkan surat tugas; 

6. Mahasiswa selanjutnya menerima surat tugas dari fakultas. Fakultas mendapatkan 

dua surat tugas yaitu,surat tugas Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang serta 

surat tugas dosen supervise; 

7. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang 

sesuai. 

 

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata 

Tempat Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember yang beralamat di Jl. Dahlia no.2 Parang, Jember dan 

ditempatkan pada bagian Keuangan dan Pajak. Bagian Keuangan dan Pajak di pimpin 

oleh seorang Asisten Manajer Keuangan dan Pajak yang bertanggung jawab kepada 

Manajer Keuangan.Bagian Keuangan di isi oleh satu Asisten Manajer Keuangan dan 

tiga staff untuk pengurusan keuangan dan pajak. 

Pada bagian Keuangan dan Pajak mengurusi pengurusan seputar Pajak 

Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak 

Penghasilan pasal 4 ayat 2, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Pertambahan Nilai. 

Selain pajak, pada bagian keuangan dan pajak ini juga mengurusi anggaran yang 

keluar sehubungan dengan kegiatan perusahaan. 
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3.1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan oleh pada : 

Tempat  : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

Alamat   : Jl. Dahlia No. 2 Jember Lor, Patrang,Jember 

Waktu Pelaksanaan : 15 Februari 2017 – 17 April 2017 

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai 

dengan kebijakan dari bagian Keuangan dan Pajak PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember,yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata 

Hari Jam Kerja 

Senin – Kamis 08.00 – 12.00 

Jumat 08.00 – 11.00 

Sabtu Libur 

Sumber : PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

 

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata 

Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember kegiatan setiap 

harinya dimulai pukul 08.00 tanpa apel pagi. Sedangkan pada hari Jumat diadakan 

kegiatan rutin berolahraga seperti senam, jalan santai maupun kerja bakti yang jadwal 

kegiatan setiap minggunya berubah. Adapun rincian dari kegiatan selama Praktek 

Kerja Nyata, yaitu: 

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Waktu Pelaksanaan Jenis Kegiatan 

(1) (2) 

Rabu, 15 Maret  2017 1. Penempatan serta perkenalan pada bagian 

Keuangan dan Pajak pada PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember; 

2. Konsultasi judul laporan PKN kepada 

pembina Bapak Hasanudin. 
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Kamis, 16 Maret 2017 Input SPT PPh Pasal 21 pegawai tetap. 

Jum’at, 17 Maret 2017 1. Laporan SPT PPh Pasal 22 ke KPP Pratama 

Jember; 

2. Input SPT PPh Pasal 21 pegawai tetap. 

Senin, 20 Maret 2017 1. Rekap faktur PPN masukan; 

2. Koreksi rincian anggaran biaya (RAB). 

Selasa, 21 Maret 2017 Koreksi SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2014 

Januari s.d. Desember pegawai 

tetap/pegawai tidak tetap/pegawai pesangon. 

Rabu, 22 Maret 2017 Melanjutkan koreksi SPT PPh Pasal 21 

tahun pajak 2014. 

Kamis, 23 Maret 2017 Koreksi rincian anggaran biaya (RAB).  

Jum’at, 24 Maret 2017 1. Jalan santai; 

2. Kedatangan dosen supervisi; 

3. Input NTPN pasal 4 ayat 2 atas rumah dinas 

tahun 2014 

Senin, 27 Maret 2017 Rekap rincian anggaran biaya (RAB) bulan 

Februari 2014. 

Selasa, 28 Maret 2017 Libur. 

Rabu, 29 Maret 2017 Rekap dan memilih rincian anggaran biaya 

(RAB). 

Kamis, 30 Maret 2017 Melanjutkan rekap dan memilih rincian 

anggaran biaya (RAB). 

Jum’at, 31 Maret 2017 Rekap PPh 21 karyawan DAOP 9 Jember 

bulan Februari s.d. Maret. 

Senin, 03 April 2017 Input PPN masukan PT. Pertamina pada e-

faktur. 

Selasa, 04 April 2017 Melanjutkan input PPN. 

Rabu, 05 April 2017 1. Koreksi rincian anggaran biaya (RAB); 

2. Input faktur PPN menggunakan e-faktur. 

Kamis, 06 April 2017 Koreksi rincian anggaran biaya (RAB). 

Jum’at, 07 Maret 2017 Melanjutkan koreksi rincian anggaran biaya 

(RAB). 

Senin, 10 April 2017 Wawancara seputar materi tugas akhir 

dengan narasumber Bapak Hasanudin. 

Selasa, 11 April 2017 Laporan SPT PPh pasal 23 ke KPP Pratama 

Jember. 

Rabu, 12 April 2017 Koreksi rincian anggaran biaya (RAB). 
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Kamis, 13 April 2017 Meminta dan melengkapi data-data yang 

dibutuhkan dalam menulis laporan tugas 

akhir. 

Jum’at, 14 April 2017 Libur. 

Senin, 17 April 2017 1. Laporan PPh Pasal 21 ke KPP Pratama 

Jember; 

2. Lepas pisah peserta magang dengan 

karyawan dan karyawati PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember bagian 

keuangan dan pajak. 

 

3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata 

Setelah melakukan PKN pada kantor PT. Kereta Api Indonesia DAOP 9 

Jember, kegiatan selanjutnya yaitu: 

1. Memberikan nilai hasil PKN kepada bagian akademik untuk di entry, setelah itu 

meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing; 

2. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke akademik; 

3. Membuat laporan PKN.   

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir Praktek Kerja 

Nyata (PKN) ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 

sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli tidak melalui perantara. Data 

primer pada umumnya berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data 

primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan observasi langsung kepada objek serta 

berupa wawancara. Wawancara dilakukan kepada Bapak Hasanudin selaku 

pembimbing mahasiswa dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata. Wawancara yang 

dilakukan untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 
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pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember kepada PT. Wahana 

Wahyu Karya. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya 

berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang 

dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder yang didapat berupa data 

kontrak kerja vendor SPT dan Undang-Undang terkait hingga bukti potong bayaran. 

 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data didapatkan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember bagian Keuangan dan Pajak. Penulis dibimbing oleh Bapak Hasanudin selaku 

staf bagian keuangan dan pajak pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data merupakan tahapan pertama dari kegiatan statistika. Dalam 

pengumpulan data harus diketahui terlebih dahulu untuk apa data itu dikumpulkan. 

Apapun tujuan pengumpulan data, terlebih dahulu harus diketahui jenis elemen atau 

objek yang akan diselidiki. Elemen adalah unit terkecil dari objek penelitian, disebut 

juga “unit analysis” atau “unit sampling”. Elemen atau unit terkeci dapat berupa 

orang (konsumen, karyawan), organisasi atau badan (perusahaan, universitas atau 

sekolah), atau barang (kendaraan, mesin, gedung, dan sebagainya). 

Tujuan pengumpulan data, selain untuk mengetahui jumlah elemen,juga 

mengetahui karakteristik dari elemen-elemen tersebut. Karakteristik adalah sifat-sifat, 

ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen, yaitu semua keterangan mengenai 

elemen. Misalnya, jika elemennya berasal dari perusahaan maka karakteristiknya 

antara lain jumlah pegawai, jumlah divisi yang terbagi, jumlah pendapatan dan 

sebagainya. 
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Pengumpulan data dari Praktek Kerja Nyata ini menggunakan cara observasi dan 

wawancara. Dimana pengumpulan data diperoleh dengan menyelidiki satu per satu 

elemen populasi. Mengingat data yang diminta berkaitan dengan pelaporan pajak 

yang berifat riil. Dalam laporan ini objek yang akan diteliti adalah Pajak Penghasilan 

Pasal 22 sebagai elemen, sedangkan karakteristik dari Pajak Penghasilan Pasal 22 

diantaranya adalah dasar pengenaan pajak (DPP). 

Setelah metode pengumpulan datanya sudah ditentukan, selanjutnya menentukan 

alat untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Alat atau device untuk 

memperoleh keterangan dari objek atau elemen antara lain : 

1. Daftar pertanyaan (questioner); 

2. Wawancara; 

3. Observasi atau pengamatan langsung. 

Bagian terpenting dalam pengumpulan data adalah merancang kuesioner. 

Kuesioner atau daftar isian adalah satu set pertanyaan yang tersusun sacara sistematis 

dan tandar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada etiap responden. 

Sistematis yang dimaksud adalah bahwa item-item pertanyaan disusun menurut 

logika (logical sequence) sesuai dengan maksud dan tujuan pengumpulan data. 

Sedangkan yang dimaksud standar adalah setiap item pertanyaan mempunyai 

pengertian, konsep, dan definisi yang sama. 

Kuesioner yang ajukan pada narasumber, didasarkan pada dua tujuan utama, 

yaitu: 

1. Memperoleh informasi atau data dengan maksud dan tujuan survey. 

Rancangan kuesioner harus benar benar sesuai dengan situasi di mana lingkup 

topik yang diselidiki dapat dibatasi. Informasi yang dikumpulkan harus berupa 

fakta dan bersifat objektif sasuai dengan tujuan survey. Selain itu, pertanyaan-

pertanyaan tersebut hanya ditujuakan kepada responden yang diketahui berhak 

dan mampu menjawabnya. 

2. Mengumpulkan informasi dengan kecermatan dan ketelitian yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 
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Tingkat ketelitian informasi yang dikumpulkan dapat diperoleh apabila kuesioner 

disusun secara sederhana. Selain itu, kuesioner harus mudah dimengerti serta 

adanya keseragaman peristiwa dan petunjuk pengisiannya. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang 

dilaksanakan penulis pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem pemungutan pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

menggunakan with holding system, dimana pihak vendor memberi kewenangan 

kepada PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember untuk menghitung, 

memungut, membayarkan, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 22. 

Pembayaran oleh PT. Kereta Api Indonesia(Persero) DAOP 9 Jember kepada PT. 

Wahana Wahyu Karya atas pengadaan suku cadang dilakukan setelah barang 

datang dan sesuai permintaan yang telah di setujui. 

2. Dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT.Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP 9 Jember sesuai dengan prosedurnya. Dimana rekanan memberi 

nota tagihan dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember melakukan 

pembayaran terhadap rekanan untuk pengadaan suku cadang. PT. KAI (persero) 

DAOP 9 Jember menghitung pajak yang dikenakan atas pengadaan suku cadang. 

Pemungutan dilaksanakan pada pembayaran dengan cara memotong pembayaran 

pajak dikurangi jumlah pajak. Untuk pembayaran pajak penghasilan pasal 22 

yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia pusat lalu bukti pembayaran akan 

di kirim ke DAOP 9 jember untuk melakukan pelaporan. Pelaporan pajak 

penghasilan pasal 22 dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 

Jember di kantor KPP Pratama. Dengan demikian, pembayaran dan pelaporan 

tidak melampaui batas masa pajak penghasilan pasal 22. 

 

5.2 Saran 

Menyangkut kegiatan perpajakan, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

khususnya atas pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 diharapkan dapat lebih 
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memberikan informasi kepada rekanan terkait peraturan terbaru serta tata cara 

perhitungan agar kedua pihak dapat saling mengoreksi. Hal ini dilakukan agar 

kegiatan perpajakan pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember berjalan 

dengan lancar. Kedepannya dengan pengadaan suku cadang kereta api akan membuat 

kereta api yang digunakan layak agar dapat memajukan transportasi kereta api di 

masa depan. 
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Lampiran 1 Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2 Surat Balasan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5 Surat Selesai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 6 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7 Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8 Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 9 Daftar Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 10 Surat Perintah Kerja 
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Lampiran 11 Daftar Pembelian Barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


76 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


77 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


78 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


79 
 

 
 

 

Lampiran 12 Surat Tagihan 
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Lampiran 13 Formulir A9 Pembayaran Kepada Pemasok 
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Lampiran 14 Bukti Pembelian Barang (A13) 
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Lampiran 15 Formulir A9 Pembayaran Pajak 
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Lampiran 16 Daftar Buktu Pungut PPh Pasal 22 
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Lampiran 17 Surat Setoran Pajak 
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Lampiran 18 SPT Masa 
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Lampiran 19 Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 
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Lampiran 20 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 
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Lampiran 21 Bukti Penerimaan Surat 
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Lampiran 22 Peraturan PER-31/PJ/2015 
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